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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAEMH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1.; TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk efisiensi dan efeKifitas kelembagaan sebagai upaya

mewujudkan kepemerintahan yang baik perlu penataan StruKur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;

bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk

menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai

wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah

sesuai dengan visi dan misi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga

Lain;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Provinsi Gorontalo tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438 );

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Peftanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang labatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
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atas Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor Sl,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan StruKural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan StruKural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor. 4741) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan,

Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan,

dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5018);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia

Nomor 5094);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tenLang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010

tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik

Indonesia;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentanq

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

tentang Pedoman dan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus

Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEIIATUMN DAEMH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEI,IBAGA I-AIN.



3 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelernggaraan Pemerinlahan Daerah .

Gubernur adalah Keoala Daerah Provinsi Gorontalo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah

terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga

Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Gorontalo.

Lembaga lain adalah Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah

Provinsl Gorontalo.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum

sefta menegakkan Peraturan Daerah.

Badan Koordinasi Penyuluhan adalah badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi adalah Sekretariat Dewan

Pengurus Korprl Provinsl Gorontalo.

Korps pegawai republik indinesia selanjutnya disebut KORPRI adalah

wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi

meningkatkan pequangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita

perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral,

produktif dan bertanggung jawab.
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13. Badan Penanggulangan Bencana daerah yang selanjutnya disingkat BPBD

adalah badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan Daerah ini dibetuk organisasi dan tata kerja Lembaga

Lain.

(2) Organisasi dan tata kerja Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada

- . , ^ !  / r \  t ^ - a i - i  A a r i .
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a. satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;

b. sekretariat dewan pengurus KORPRI;

c. badan penanggulangan bencana Daerah;

d. badan koordinasi penyuluhan;

e. kantor perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di lakafta.

BAB III

SATUAN POUSI PAMONG PRNA DAN PERLINDUNGAN MASYAMKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

(1) Satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat merupakan

bagian Perangkat Daerah dl bidang penegakkan Peraturan Daerah,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur

melalui sekretaris Daerah.



Pasal 4

Satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas

menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan keteftiban umum
dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, satuan
polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi

fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda,
penyelenggaraan keteftiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi satuan polisi pamong praja dan perlindungan

masyarakat terdiri dari :

a. Kepala;

b. Subbag tata Usaha,

c. Seksi keteftiban umum;
d. Seksi Perlindungan masyarakat;dan

e. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2) Bagan struktur organlsasi satuan polisi pamong praja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tldak terplsahkan dari peraturan Daerah ini.



BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK

INDONESIA (KORPR]) PROVINSI GORONTALO.

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsl

Pasal 7

(1) Sekretariat Dewan pengurus KORpRI merupakan bagian dari satuan
Perangkat Daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada
Dewan Pengurus KORPRI provinsi dan secara teknis administratif
beftanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

(2) Sekretariat Pengurus KORPRI provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 8

sekretariat Dewan Pengurus KoRpRI mempunyai tugas melaksanakan
dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORpRI
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sefta pembinaan terhadap
seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat pengurus KORPRI.

Pasal 9

sekretariat Pengurus KoRpRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal B, menyelenggarakan fungsl:
a. penyetenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental

dan rohani;

c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d, pengkoordinasian dan fasiritasi penyerenggaraan sekretariat penqurus

KORPRI; dan

e. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oreh sekretaris Daerah
Provinsi dan Ketua penqurus KORPRI.



Bagian Kedua

Susunan Orqanisasi

Pasal 10

(1) Sekn-'tariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari;

a. bagian umum dan kerjasama terdiri dari;

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;dan

2. Subbagian kerjasama.

b, bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;

1. subbagian olahraga, seni dan budaya;dan

2. subbagian mental dan rohani.

c. bagian usaha dan bantuan sosial.

1. subbagian usaha dan kesejahteraan;dan

2. subbagian hukum bantuan sosial.

(2) Bagan struktur organisasi sekretariat dewan penggurus KORPRI

sebargaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN PENANGGUI.ANGAN BENCANA DAEMH (BPBD)

PROVINSI GORONTALO

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

Badan penanggulangan bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas

Gubernur yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara ex-officio

dijabat oleh sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan

beftanggungjawab kepada Gubernur.



Pasal 12

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan

F'emerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

trerhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta

rekonstruksi secara adil dan setara;

b. nnenetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

F€nanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-

u ndangan;

c. nlenyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan

lencana;

d, rnenyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

wilayahnya;

f. rnelaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap

saat dalam kondisi darurat bencana;

S. nnengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. rnempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

clari anggaran pendapatan dan belanja daerah;dan

i. nnelaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

un0angan.

(2) Badan penanggulangan bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

F€nanganan pengungsi dengan beftindak cepat dan tepat, efeKif

dan efisien;dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi badan penanggulanan bencana Daerah terdiri dari:



a. kepala;

b. unsur pengarah;dan

c. unsur pelaksana.

Pasal 14

(1) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
huruf b terdiri dari:

a. pejabat Pemerintah Daerah terkait;dan

b, anggota masyarakat profesional dan ahli.
(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dipil ih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

(1) Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 huruf c berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala badan penanggulangan bencana
Daerah.

(2) Unsur pelaksana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipimpin kepala
pelaksana yang membantu kepala badan penanggulangan bencana
Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana

badan penanggulangan bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 16

Unsur pelaksana badan penanggurangan bencana Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan
penanggutangan bencana secara terintegrasi meliputi:
a. prabencana;

b. saat tanggap darurat;dan
a  naqaahan . rna



Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 unsur
pelaksana badan penanggulangan bencana Daerah menyelenggarakan

fungsi:

a. pengoordinasia n;

b. pengkomandoan;dan

c. peraKSana.

Pasal 18

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,
merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana badan penanggulangan

bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja
Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah,
lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra

bencana dan pasca bencana.

Pasal 19

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b,
merupakan fungsi Komando Unsur pelaksana badan penanggulangan
bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik dari satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi
vertlkal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan
dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 20

Fungsi pelaksana sebagalmana dimaksud dalam pasal 17 huruf c,
merupakan fungsi pelaksana Unsur pelaksana badan penanggulangan
bencana Daerah dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan
satuan kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada
di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang_undangan.



Pasal 2t

(1) Susunan organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana

Daerah terdiri dari:

a. kepala pelaksana;

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. b,idang pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari:

1. seksi pencegahan;dan

2. seksi kesiapsiagaan.

d. b,idang kedaruratan dan logistik terdiri dari:

1. seksi kedaruratan;dan

2. seksi logistik.

e. bidang rehabilitasi dan rekonstruKi

1. seksi rehabilitasi;dan

2. serci rekonstruksi.

f. satuan tugas pusat pengendalian operasional penanggulangan

bencana (PUSDALOPS-PB)

(2) Bagan struktur organisasi badan penanggulangan bencana Daerah

sebingaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III

yanr3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

ra>at zz

(1) Badan koordinasi penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas

Gubernur.



(2) Badan koordinasi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipinrpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 23

(1) Badan koordinasi penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan

penyrJsunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di

bidang koordinasi penyuluhan.

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Badan koordinasi penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
* ,  , , .  - -^ .  , - . , . {  -^ru l rq)r  ryoruor  I

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 24

(1) Susunan organisasi badan koordinasi penyuluhan terdiri dari:
^  t . ^ ^ ^ t -  t  - . t ^ ^
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b. sekretariat terdiri dari;

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang kelembagaan terdiri dari:

1. subbidang kelembagaan penyuluhan;dan

2. subbidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

d. bidang penyelenggaraan penyuluhan terdiri dari:

1. subbidang pengembangan metodologi dan program

penyuluhan;dan



2. subbidang pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan

usaha.

e. brdang pengembangan sumber daya manusia dan Ketenagaan

penyuluhan terdiri dari:

1. subbidang pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;dan

2. subbidang ketenagaan penyuluhan.

(2) Bagan struktur organisasi badan koordinasi penyuluhan sebagaimana

dimal<sud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KANTOFI PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DI JAKARTA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal25

(1) Kantor perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta merupakan

unsur pendukung tugas Gubernur.

(2) Kantor perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di jakarta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kantor yang

berkedudukan dibawah dan beftanggungjawab kepada Gubernur

melal ui sekretaris Daerah.

Pasal 26

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di lakarta mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah

dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi

mewakili pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta dan Instansi lainnya,

menyelenggarakan pelayanan protokoler, promosi daerah seta pembinaan

paguyuban masyarakat daerah.
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BAB VIII

KELOMPOK ]ABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

(1) Pada masing-masing lembaga lain dapat dibentuk kelompok labatan

Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelornpok labatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebar;ian tugas Pemerinlah Daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

(3) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

unoangan.

(4) Kelornpok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk.

(5) jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis dan jenjang labatan

Funsronal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur

dengan dan Peraturan Gubernur.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 30

Lembaga lain dalam meiaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip

koordinas;i, integrasi, sinkronisasi, dan simplifi kasi.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang

berkaitan dengan fungsinya.



(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan

mengtoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta

petunjuk pelaksanaan tugas.

BAB X

KEPEGAWAIAN DAN ESSELON

Pasal 32

(1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh esselon IIa, Kepala satuan polisi

pamong praja esselon IiIa, Kepala badan penanggulangan bencana

Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa, kepala sekretariat

dewan pengurus KORPRI merupakan jabatan struKural eselon IIb.

(2) Pejabat - pejabat lainnya di Lingkungan Badan, Kantor, Sekretariat

KORPRI, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh diangkat dan

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Jabalan struktural eselon IIIa terdiri dari:

a. kepala kantor

b. sekretaris badan;

c. kepala bidang.

(4) kepala bagian sekretariat dewan pengurus KORPRI merupakan jabatan

struktural eselon IIIb.

(5) labatan struktural eselon IVa terdiri dari:

a. keoala seksi:

b. kepala subbagian;dan

c. kepala subbidang.

(6) Pemtrinaan kepagawaian di lingkungan Badan, kantor, Sekretariat

KORFRI dan Sekeratariat Badan Koordinasi Penvuluh dilakukan oleh

Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYMN

Pasal 33

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Lain dibebankan

pada anggaran pendapatan belanja Daerah.



BAB XIi

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Kelentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Lembaga

Lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PEMLIHAN

Pasal 35

Pemangku jabatan struKural yang ada pada saat diundangkannya

Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukannya
pelantikan pejabat baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Keda Sekreiariat Dewan Pengurus KORPRI (Lembaran Daerah Tahun

2009 llomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2009 l{omor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);dan

c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

dan -I'ata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Peftanian,

Perikarran dan Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.



Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo.

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal i '  \- ' : : tobo!' 2013

SEKRETARIS DAEMH PRWINSI GORONTALO,
A  l z

./ L l./
/ rfn^//

/ t/u/ (/
WittRR.t'lI l(ottoRRrR

LEMBAMN DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR...1a.

Ditetaokan di Gorontalo

pada tanggal 2i g



PEN-]EI.ASAN

ATAS

PERATURAN DAEMH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1.; TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA I.AIN

I. UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan susunan organisasi Perangkat

Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu

dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari pasal ini telah

diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada

peraturan pemerintah ini..

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Gorontalo dalam Peraturan

Daerah ini secara umum mengikuti prinsip miskin struktur kaya fungsi sesuai ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan pengecualian secara terbatas.

Pengecualian susunan Perangkat Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan
peftimbangan objektif.

Secara faktual, penataan organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian dari

upaya untuk mewujLidkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata

pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan

masyarakat juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam

rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja, Dalam
perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah

Provinsi Gorontalo dilrarapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang

prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan

masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, serta

mewujudkan tertib anggaran. Di samping itu, penataan organisasi Perangkat Daerah juga

diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.



Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerinbh Daerah dibantu oleh Perangkat

Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi
yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam

dinas daerah, unsur pe:ndukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta staf

ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut diatas.

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan adanya urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabup,aten/Kota, namun tidak berafti bahwa setiap penanganan urusan
pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri karena peftimbangan

efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta

komunikasi kelembagaan antara pusat daerah juga harus diperhatikan. Selain itu, dalam

implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini

dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan

dengan adanya penggurangan dan penggabungan satuan keda Perangkat Daerah serta

kemungkinan terjadinl,a pengurangan jabatan struKural pada satuan kerja Perangkat

Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak

kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya

merupakan upaya yang logis dan realistis.

II. PASAL DEMI PASAI-

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasa{ 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Cukup lelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal B

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasai 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran sefta para pemangku

kepentingan dalam menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup

kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi

Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi

Perangkat Daerah.

Yang dimakzud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan

organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang

berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan

organisasl Perangkat Daerah yang efisien, efeKif, rasional, dan proporsional.

Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah pemberian pedoman dan petunjuk

teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama sefta

monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan

Daerah tentan,g organisasi dan tata kerja satuan kerja Perangkat Daerah,

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAMI{ DAEMH PROVINSI GORONTALO NOMOR..12.
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